BUPATI LANGKAT
PROPINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 5L TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Menimbang

Mengingat :

KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI LANGKAT,

bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten
Langkat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah, perlu diatur lebih lanjut mengenai Kedudukan Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan
Hidup dan unit kerja di bawahnya dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, maka
perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat;

. Undang — Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
- Daerah Otonomi Kabupaten Langkat dalam Lingkungan Propinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Takun 1956
Nomor 58);

Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup ( PPLH ). Tambahan Lembaren
Negara Republik Indonesia Nomor 5059;

Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3899);



" Menetapkan

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintzhan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

7. Undang — Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat 11 Langkat dari wilayah Kodya
Dati I Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabuapten Dati 11
Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 9);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tabhun 1986 Tentang Perubshan
batas wilayah Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat
II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat H Deli Serdang
(Lembaran Negara RI Tahun 1986 No: 11, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3323);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3838);

I1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negera
Republik Indonesia Nomor 3838);

12. Peraluran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor . P.74/Menlhk/Setjen/Kum 1/8/2016 tentang
Pedoman  Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi  dan

Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah
dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten
Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Langkat Nomor 29 %

MEMUTUSKAN

: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANGKAT



BAB ]
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalém Peraturan ini yang dimaksud dengan :

oL

2w

10.

11.

12.

13
14,

15.
16.

17 R
- pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting dan rencana

18,

Daerzh adalah Kabupaten Langkat.

2. " Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi

Kewenangan Daerah.

Bupati adalah Bupati Langkat.

‘Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Langkat.

‘Sckretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.

Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat yang

disebut dengan DLHK.

Kepala dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, .

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ( AMDAL ) adalah kajian mengenai

dampak besar dan penting suatu kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup

yang diperiukan bagi proses pengambil keputusan tentang penyelenggaraan usaha atay

kegiatan, '

Lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup

yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan,

pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi

lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan,

pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukannya makhluk hidup

zat energl dan komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh manusia sehingga

kualitasnya turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak

berfungst sesuai dengan peruntukkannya.

Kerusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung

atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayatinya yang mengakibatkar lingkungan

hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;

Limbah adalah suatu usaha dan atau kegiatan;

Dampak Lingkungan adalah pengaruh bahan lingkungan hi

diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiapt:::nr{J pada lingk P yang

':jilzzﬁ fe t::feanl::l:cm]' Lingkungan ( UKL ) dan Upaya Pemantavan Lingkunga ( UPL )
eTja atau pedoman kerja yang berisi program pengelolaan lingkungan

- yang dibuvat secara sepibak oleh pemrakarsa dan sifatnya mengikat.

Rencana Pengelolaan Lingkungan ( RPL ) adalah dokumen

i : yang mengandung a
pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampuk penting terhuggzp
lingkungan hidup vang ditimbullean aliibat dasi rencana usaha atau Kcgiatan,

encana Pemantauan Lingkungan ( RPL ) adalah dokumen yang mengandung upaya

usaha atau kegiatan.

lebah Bahan Berbahaya dan Beracun ( Limbah B3 ) adalah sisa suatu usaha atay
kegiatan yang mengandung bahan yang berbahaya dan beracun yang karena sifat dan
k_onscntrasmya atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung maupun
tldak;angsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atan dapat
membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsun hidup manusia serta
makhluk hidup lainnya. smesn * o
Pengavyasan dan pengendalian adalah tindakan yang dilakukan untuk memantau dan
menilai ketaatan atau pelaksana dalam menjalankan kegiatan yang menimnbulkan
dampak lingkungan baik berupa pencemaran maupun kerusakan lingkvngan dn sumber



daya alam terhadap peraturan yang berlaku yang meliputi upaya pencegahan,
penanggulangan dan pemulihan.

' 20. Pemantauan adalah Penanggulangan pengukuran pada komponen atau parameter

lingkungan ( fisik, kimia, dan biologi ) pada waktu — wakiu tertentu secara teratur.

21. Pemulihan adalah upaya atau tindakan yang dilakukan dalam rangka memperbaiki
kondisi lingkungan yang mengalami pencemaran atau kerusakan yang ditimbulkan
akibat dari suatu kegiatan, schingga lingkungan dapat berfungsi menunjang kehtdupan
aktifitas makhluk: hidup.

- 22. Renstra adalah Rencana Strategik Instansi Pemerintah badan Lingkungan Hidup

~ Kabupaten Langkat.
22, Renja adala Rencana Kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.
24. Lakip adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten ELangkat,

BABII
KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerimtaban yang
menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas Lingkungan Hidup yang dimaksud sebagaimana dimeksud pada ayat (1)
dipimpin oleh kepala Dinas Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemeriniahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas
Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang Lingkungan Hidup;

.b. Pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungasn Hidup;

¢. Pelaksanaan evaluasi dan bidang Lingkungan Hidup;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup; dan :

€. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olch Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

BAR 17
SUSUNAN ORGANISAS]

Pasal 3

- (1) Dinas Lingkungan Hidup terdiri dﬁ:

2. Kepala Dinas;

b. Sekretariat:

¢. Bidang Penataan dan Penataan PPLH i i

. *Hides {Perlindungan Dan Pengelohan Lingkungan
Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Peningkatan Kapasitas;
Blc!ang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan; ’
Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD ’
Kelompok jabatan fungsional;

~e A

»



(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, membawahi:
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Program.

(3) Bidang Penataan dan Penataan PPLH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) uruf ¢,
" membawahi:
&, Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
'b. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
¢. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;

(4) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas sebagaimana
~ dimaksud dalam ayat (1) huruf d, membawahi: .
4. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
' b. Seksi Angkutan Peralatan dan Perawatan;
c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,;

~ (5). Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud
. dalam ayat (1) huruf e, membawahi:
a. Seksi Pencemaran Lingkungan;
b. Seksi Kerusakan Lingkungan;
¢.  Seksi Pemeliharaan Lingkungan;

Pasai 4

(1) Sckretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas. '

(2)_| Bid:?ng-bi.d:fng ;ebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), (4) dan (5), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris,

(3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dimpin oleh seorang Kepala

Sub Bagian yang dzlam melaksanakan tugasnya berada diba bertanggung
Jjawab kepada Sekretaris. s walh dan

(4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), (4) dan (5), huruf a, b dan ¢

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
_ _ yang dalam melaksanakan togasnya berada
dlbawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. e

Pasal 5

Bagan Susunan Organisasi dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat ( 4)

dan ayat (5) scbagaimana tercantum dalam lampi merupakan bagian
_ay s ampiran  yan. i
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ° T P tk



BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kepala Dinas

Pasal 6

.. Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas m_embantu Bupati dalam pembinaan
dan pengendalian dampak lingkungan hidup dan Kebersihan,

Pasal 7

Unﬁlk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Kepala Dinas
mempunyai fungsi :

a. Penyiapan standard pedoman dibidang perencanaan, pelaksanaan, koordinasi,
~ pembinaan dan pengembangan penataan dan penataan perlindungan dan pengelo!aan
lingkungan hidup (PPLH), pengelolaan sampsh, limbah B3 dan peningkatan kapasitas,

| pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;

- b. Perencanaan, pelaksanaan dan koordinasi pembinaan penataan dan  penataan
perlindungan dan pengelolaan lingknngan hidup (PPLH), sesuai ketentnan dan standart
yang ditetapkan;

C. Pelaksanaan pengkajian, evaluasi dan penetapan tindak lanjut terhadap pelakssnaan
program pengendalian dampak lingkungan Dacrah sesuai ketentuan dan standar yang
ditetapkan;

d. Pengkoordinasian pemulihan dan kerusakan lingkungan, sesuai ketentuan dan standar
yang ditetapkan;

¢. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan olely Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai bidang

- - tugas dan fungsinya; .
_ f.- Pemberian masukan yang perlu kepada Bupati dan Sckretaris Daerah sesuai bidang dan
fungsinya;

g. Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah, sesuai standar yang ditetapkan

Bagian Kedua
Sekretariat

 ketatusahaan umum dan kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, penataan kelembagaan

/ Organisasi pPelaporan rekomendasi dan i ukum Dinas
' , penylapan produk — produk h
ngkungan Hidup. e P P

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Sekretariat
mempunyai fungsi :

8. Penyusunan dan penyempumaan  standar pelaksanaan administrasi keuangan /

kepegawaian, umum / kerumah tanggaan, organisasi dan ketatalaksanaan, i
e evaluasi dan



Penyelengaraan administrasi umum, kepegawaian, keuapgan, penataan organisasi
ketatalaksanaan, hukum dan pendokumentasian, sesuai ketentuan dan standar yang

ditetapkan;

. Pengkoordinator penyusunan rencana program kerja, evaluasi dan pelaporan tahunan

‘badan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; o
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai bidang tugas dan

fungsinya; )
Pelf;oran pertanggung jawaban atas pelaksanaan ingas dan fungsinya kepada Kepala
Dinas sesuai standar yang ditetapkan; . .

Penyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip ‘.Sekrfztanaté -
Penyiapan bahan penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Lingkungan Hidup ;

Pasal 10

Sckretariat terdiri dari :

a.
b.

Sub Bagian umum
Sub Bagian Program

Pasal 11

Sub Bagian Umun mempunyai tugas :

a‘

‘Mengumpulkan, mengotah, menyiapkan dan menyajikan bahan / data untuk
pembaharuan standar penyelenggaraan urusan tata usaha, administrasi umum dan
barang / perlengkapan kerumah tanggaan, perjalanan dinas, administrasi kepegawaian,
penegakan disiplin pegawal dan pembinaan kesejahteraan;

Menyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian sesuai ketentuan — ketentuan yang
ditetapkan;

- Mengumpulkan, mengolah, menyiapkan dan menyajikan bahan / data umtuk

'penyusunan / penyempurnaan dan pembaharuan standar pelaksanaan pedoman

penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, eksaminasi produk — produk hukum badan
dan produk — produk hukum Daerah dibidang lingkungan, pendokumentasian dan
pengolahan bahan ~ bahan pustaka;

Mengkoordinasikan penyiapan penyusunan dan penerapan  standar pelaksanaan
penataan dan pengelolaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan produk Hukum

- dilingkungan badan sesuai ketentuan yang ditetapkan;

2).

Melaksanakan sosiaisasi produk — produk hukum lingkungn hidup administrasi, proses
penanganan kasus lingkungan, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai bidang tugasnya;

. Memberikan masukan yang perlu kepada sekretaris sesuai bidang tugasnya

Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pclaksanaan tugas kepada Seckretaris
sesual dengan yang ditetapkan;

Pasal 12

St.lb Bagian program mempunyai tugas melakukan tugas sebagian tugas Sekretaris
Dinas dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan
tugas dan melaksanakan kebijakan teknis administrasi penyusunan prograrn dan
pengelolaan kevangan;

Sub bagian. program dalam melaksanaken tugasnya sebagaimana dimaksud ayat 1)
mempunyai fungsi



a. Penyiapan bahan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian
tehnis perencanaan program dan keuangan.
'b. Pembinaan dan pemberian bimbingan, perencansan, eveluasi program dan
. keuangan. _
¢. .Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
 fungsinya.

'3). Dalam melaksandkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Sub
', DBagian program meliputi :

Menyusun rencanan dan program kerja

. Mengkoordinasikan penyusunan rencana ketja dan anggaran

Melaksanakan kebijakan umum dan tehnis dibidang keuangan

. Melaksanakan verifikasi, perbendaharaan dan pembukuan

Melakukan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja

Melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas

. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan
. Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan
kegiatan

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang —
Undangan yang berlaku.

- o O N -V I

Y v
.

Bagian ketiga
Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungsn Hidap
(PPLH)

Pasal 13

- Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidvp ( PPLH )
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan penataan perlindungan dan
- pengelolaan lingkungan hidup ( PPLH ). e

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bidang Penataan

dan Penataan Perlindungan dan i ;i s
Fangsi : g pengelolaan linglungan hidup ( PPLH } mempunyai

'Pengiventarisasi data dan informasi sumber daya alam ;
gen;;:sunan dokumen RPPLH . ’
rengkoordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dan RPJP dan
_ RPIM ;
. Pemantauan dan evaluasj pelaksanaan RPPLH ; M:
genztman f!aya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
‘Pengkoo i penyusunan tata ruan i
.Lingkungrdmasan e g yang berbasis daya dukung dan daya tampung
Penyusunan instrumen ekonomi lingk i ij
Penyusunar gkungan hidup PDB & i
insentif disinsentif, pendanaan 1ingkunga§1 hidup 'P FORE. bija, melkanisoe
. Penyikronisasi RLPLH Nasional pulaw kepulauan dan ekoresin -
Penyusunan NSDA dan LI ; - oo
Penyusunan statug lingkungan hidup Daerah ;
Pcnyus.un.an indeks kualitas lingkungan hidup :
.- Pensosialisasi kepada pemangku kepentingan RPPLH;

© ke Aanoe
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N

aa,
dd.
¢e,

ge.
hh.

it.

kk.

L

Penyusnman kajian lingkungan hidup strategis Provinsi;

Pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;

‘Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;

Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;

Pemantauan evaluasi KLHS;

Pengkoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau

~ kerusakan lingkungan hidup ( AMDAL, UKL/ UPL, Izin Lingkungan, Audit LH,
" Analisis Resiko LH );

Penilaian terhadap dokumen lingkungan ( AMDAL DAN UKL/ UPL ); o
Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai,
tim pakar, dan konsultan );

- Pelaksanaan proses 1zin lingkungan;

Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian
pengaduan masyarakat; _
Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan
izin lingkungan dan pengolahan lingkungan hidup;

Pelaksanaan penelaan dan klarifikasi atas pengaduar;

. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil klarifikasi pengaduan;

Pelaksanaan pembimbingan teknis, monitoring dan laporan atas hasil tindak [anjut
pengaduan;
Penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun pengadilan;

. Pensosialisasi tata cara pengaduan;
ce.

Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atan
kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup;
‘Penyusunan kebtjakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan memiliki izin
lingkungan dan izin pengolahan lingkungan;

Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan;
Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pererima izin
lingkungan dan izin perlindungan dan pengolahan;

Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup Daerah;
Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;

Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;

' Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan

lingkungan;
Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup dan;
penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;

Pasal 15

Bidang Penataan dan Penataz i i i
g Pen ataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
a. Seksi Perencaan dan Kajian Dampak Lingkungan;

b. _Seksf Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;

o Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.

Pasal 16

-Séksi perencaan dan kajian dampak lingkungan mempunyai tugas :

cRo o

Menginventaris data dan informas;i sumber daya alam;
Menyusun dokumen RPPLH;

Mengkoordinasikan dan sinkronisasi penguatan RPPLH dalam RPJP dan RPIM:

-Memantau dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;

Menentukan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup;
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Mengkoordinasikan penyusuman daya ruang yang berbasis daya dukung dan daya
tarpung Lingkungan Hidap; B .
Menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup ( PDB & PDRB hijau, mekanisme
insentif disensitif pendanaan lingkungan hidup); '

Menyikronisasi RLPLH Nasional, pulan/ kepulanan dan ekoregion

Menyusun NSDA dan LH; '

- Menyusun status Lingkungan Hidup Daerah;

Menyusum indeks kualitas Lingkungan Hidup;
sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang I?PITLH;
Menyusun kajian Lingkungan Hidup strategis Provinsi;

' Mengesahkan kajian Lingkungan Hidup strategis;

Memfasilitas keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;

Memfasilitas pembinaan penyelenggaraan KLHS;

Memantau dan evaluasi KLHS;

Mengkoordinasikan penyusunan insthrumen pencegahan pencemaran dan/ _ atau
kerusakan lingkungan hidup ( AMDAL, UKL/ UPL, izin lingkungan, audit LH,
analisis resiko LH),

' Menilai terhadap dokumen lingkungan { AMDAL/ UKL UPL ),

‘Menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan ( komisi penilai, tim
pakar dan konsultan );
Melaksanakan proses izin lingkungan.

Pasal 17

Seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan mempunyai tugas:

a.

. Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian
pengaduan masyarakat;
Memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaba kegiatan yang tidak sesuai dengan izin
periindungan dan pengolahan lingkungan hidup;
Melaksanakan penelahan dan verifikasi atas pengaduan ;
Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak larjut
pengaduan;
Menyelesatkan sengketa lingkungan i i i i
iy ng gkungan baik diluar pengadilan maupun melalui
Mensosialisasikan tata cara pengaduan ;
_Mengen*{bangankan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha
atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengolahan lingkungan.

Pasal 1R

Seksi penegakan hukum lingkungan mempunyai tugas:

a.

b.

‘Menyusun kebijakan pengawasan terhada i yang ili

! p usaha dan atau kegiatan i Izi
i.;nﬁ:lc{ungan dan Izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan; memiliid fzin
Melaksanakan pengawasan terhadap penerima Izin Lingkungan dzn Izin Perlin
dan Izin Pengolahan Lingkungan: gan den Izin Perindungan
Melaksanakan pengawasan tindak lanj i i in Li

! L jut rekomendasi erima
Izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan; b {zin Lingkungan dan

.. Membina dan pengawasan terhadap petugas pengawas Lingkungan Hidup Daerah;

Membentuk tim koordinasi penegakan dan hukum Lingkungan ;

Membcntuk tim monitoring dan koordinasi penegak hukum;
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g. Melaksanakan penegakan hukum atas perlindungan pengelolaan Lingkungan Hidup;
'h. Melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup ; dan

L.

Menangani barang bukti dan penahanan hukum pidana secara terpadu.

Bagian keempat
Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitzs

Pasal 18

Bidang Pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas mempuayai tugas
membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan sampah limbah B3 dan peningkatan kapasitas.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 bidang pengelolaan

a,
b

® e

PR ooFETIrER o

=
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aa.

sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas mempunyai fungsi :

~ Penyusunan informasi pengelolaan sampah;

Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun

waktu tertentu, :
Perumusan kebijakan pengurangan sampah;

- Pembinaan pembatasan titnbunan sampah kepada produser/ industri;

Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh

proses alam;

Pembinaan pendaur ulangan sampah ;

Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;

Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
Perumusan kebijakan penanganan sampah;

Koordinasi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemerosesan akhir sampah;
Penyediaan sarpas penanganan sampah; :

Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;

Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;

zmgwm terhadap tempat pemerosesan akhir dengan sistem pembuangan open
umping,

. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;

Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;

Pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten/ Kota lain dan kemitraan dengan badan
usaha pengelolaan sampah dalam menyelenggaraan pengelolaan sampah;

. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah,;

Penyusunan kebijakan perizinan pengotahan sampah, pengangkutan sampah dan

; mosesan akhif sampah yang diselenggarakan olch Swasta;
claksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampeh dan pemruscsan
-akhir sampah yang diselenggarakan oleh Swasta; |

Perumusan kebijakan pembinaan dan inerj
‘ | pengawasan Kinerja
dilaksanakan oleh pihak lain ( Badan Usahg ) % pengelolast sampah yang

- Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang

dilaksanakan oleh pihak lain { Badan Usaha )

- Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyi i
| ] : penyunpanan sementara limbah B3
pengajuan, perpanjangan, perubahan, dan pencabutan ); (
. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3;

Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3;

- Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbsh B3

( pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan );

- .Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
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bb. Pelaksanaan perizinan Pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3
© (tiga);
Coee. g)c?al)(sanaan perizinan Penimbunan Limbah B3;
dd. - Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
cc.  Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan
. penimbunan limbah B3;
fl.  Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal
atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan
o Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- gg.  Pengindetifikasi, Verifikasi dan Validasi serta penetapan pengakuan keberadaan
-~ keberadaan masyarakathukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan
- hak  kearifan lokal atan pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan
~ Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
hh. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan
Lingkungan Hidup;
i1. . Pelaksanaan komunikasi biologis dengan MHA ;
jj..  Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
kk. ' Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan
tradisionat terkait perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
1. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atan pengetahuan
tradisional terkait PPLH;
mm. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan
- terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
in.  Pelaksanaan fasilitasi kerja sama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau
- pengetahuan tradisional terkait PPLH;
00. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama MHA, kearifan
' lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
pp. - Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan ketja sama MIJA, kearifan
lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
~49. . Pengembangan matert diklat dan penyuluban LH;
- 1. Pengembangan metode diklat dan penyuluhanl H;
'ss. - Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
~ tt.  Peningkatan kapasitas instruktur dan penyulich LH;
- .~ Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- vv. " Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan peayuluhan
ww. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
XX, .:Pengembangan jenis penghargaan LH;
yy-. - Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
zz.  Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan ; ’
m gcmbenmkan ttm penilai penghargaan yang kompeten dan :
+ Penghubung program pemberian penghargaan tingkat Provinsi dan Nasional.

Pasal 20
‘Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas terdiri dari :

a.  Seksi Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3;
b, Seksi Angkutan Peralatan Dan Perawatan;

¢, Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

12
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Pasal 21

- Seksi pengelolaan sampah dan limbah B3 mempunyai tugas :

Menyusunan informasi pengelolaan sampah dan limbah B3 di Kabupaten Langkat;

' Menetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun

wakitu tertenty;
Merumusan kebijakan pengurangan sampah;
Membina pembatasan timbunan sampah kepada produsen/ industri;

. Membina penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh

proses alam;
Membina pendaur ulangan sampah
Membina pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;

 Menwnusan kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Langkat;
Memungut retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
Menetapkan lokasi tempat TPS, TPST, dan TPA sampah;
Mengawasi terhadap tempat pemerosesan akhir dengan sistem pembuangan open
dumping ;
Menyusun dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengeloiaan sampah;
Memberi kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
Melaksanakan kerja sama dengan Kabupaten/Langkat lain dan kemitraan dengan
badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
Mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
Menyusun kebijakan perizinan pengelolaan sampah pengangkutan sampah dan
pemerosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
Melaksanakan perizinan pengelolaan sampah,pengangkutan sampah atau pemerosesan
akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja elolaan sampah

* dilaksanakan ofeh pibak lain ( Badan USEhCa%; dan e pens yane
Melaksanakan pembinaan dan awasan kinerja elolaan
dilaksanakan ofeh pihak lain ( Badall)le{llgsaha ) o pene sampah yang
Merumuskan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3
i Wg‘fll(g?uan perpanjangan, perubahen dan pencabutan ) dalam Daerah Kabupaten

angkat;

ygg:zﬂakaﬂ penzinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam Daerah Kabupaten

Melaksanakan pemantavan dan pengawasan i . 4
penyimpanan semen
Daerah Kabupaten Langkat ; p tara limbah B3 dalam

. ‘Menyusun  kebijakan perizinan pengumpulan  dan pengangkutan limbah B3

( pengajuan, perpanjangan,
H y perpamjangan, perubahan dan pencabutan ) dalam Daerah Kabupaten
x::ikksmmkan penzman bagi pengumpnl Embah B3;

i san akan perizinan pengangkutan limbah B3 ggunakan angku
(Uga ) dilakukan dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota?]m et ' rode 3
Melaksanakan perizinan penimbunan limbah B3, Pelaksanaan perizinan penguburan

limbah B3 medis, Pemantauan dan peng smanfaatan,
) pengawasan terhadap lahan
pengangkutan , dan penimbunan limbah B3, ° P\—

Pasal 22

Seksi angkutan peralatan dan perawatan mempunyai tugas

a. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasana angkutan sampah;

b. Melaksanakan urusan adminitrasi tentan pengadan sarana dan prasana angkutan
,
dan peralatan persampahan; ¢ P '
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Merencanakan kebutuhan perawatan sarana dan prasana angkutan;

Melaksanakan perawatan dan perbaikan sarana angkutan; .
Melaksanakan inventarisasi kebutuhan perlengkapan kenderaan angkutan sampah;
Melaksankan pendistribusian periengkapan pengakutan dan peralatan persampahan

sesnai dengan kebutuhan ; o
Membuat/pencacatan pengadan dan pendistribusian suku cadang dan alat — alat

perlengkapan perawatan angkutan;

| h. Menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah,;

i. Menyediakan sarana dan prasana penanganan sampabh.

Pasal 23

Seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan Kehutanan mempunyai tugas :

a.

MEgdeEronromen g~

ij : kearifan lokal
Menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, :
- atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau hak MHA terkait dengan

' perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Mengidentifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan kebcrad.aan
masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan
lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan
gelolaan lingkungan hidup;

K‘Ie:netapkan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau

' pengetahuan tradisional dan hak kearifen lokal stau pengetahuan tradisional dan hak
MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
Melaksanakan komunitasi dialogis dengan MHA;

- Membentuk panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
Menyusun data dan informasi profil MHA, kearifan Ickal atau pengetanuan tradisional
terkait pertindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
Menyusun kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional terkait PPLH ;
Menyelenggaraka pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan
terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH:
Melaksanakan fasilitasi kerja sama dan pemberdayaan MHA, kearifan loksl atay
pengetahuan tradisional terkait PPLY;
Menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama MHA, kearifan
lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
Menyiapkan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan
lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH:
Mcngem‘pangkan materi diklat dan penyuluhan LH;

- Mengembangkan mode diklat dan penyuluhan LH;

- Metaksanakan diklat dan penyuluhan LH;

" Meningkatkan kapasitas instrukctur dan penyuluh LH; | '

Mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
Melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan ;
Menyiapkan sarpras diklat dan penywuhan LH;
‘Mengembangkan jenis penghargaan LH;

Menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan 1.H:
Melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan :
Membentuk tim penilai penghargaan yang kompeten: dan

. Mendukung program pemberian penghargaan tingkat Provinsi dan Nasional

Mengelola Kehutanan.
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Bagian Kelima
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 24

Bidang pengendalian pencemaran dan perusakali lingkungan hidup mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam. Pasal_ 24 Dbidang
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mempunyai fungsi .

oo o

LV

©® B35

~woraey

Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;

~ Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;

Penentuan baku mutu lingkungan; . . _
Pelaksanaan penanggualangan pencemaran ( pemberian informasi, pengisolasian serta

penghentian ) sumber pencemar institusi dan non institusi;

Pelaksanaan pemulihan pencemaran ( pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi)
sumber pencemar institusi dan non institusi;

Penentuan baku mutu sumber pencemar;

Pengembangan sistem informasi kondisi, potenst dampak dan pemberian peningatan
akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat;

. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemaran institusi dan non

institusi;

Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemaran institusi dan non institusi;
Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemaran
institusi dan non institusi;

Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan ( Laboratorium Lingkungan );

Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;

. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;

Pelaksanaan penanggulangan ( pemberian informasi, isolasian penghentia:
( kerusakan lingkungan ); i e e
Pelaksanaan pemulihan ( pembersihan, remidiasi rehabilitasi dan restorasi ) kerusakan
lingkungan; “

Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam ;

Pelaksanaan pengawetan sumber daya atam;

Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;

Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;

Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptaasi perubahan iklim;

Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK:
' Perencanaan konservasi keanckaragaman hayati: ’

Penetapan kebiiakan dan pelaksansan konservasi manfaalai
R . ® y PO berkelusjutan
pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati; “ e

Pemantavan dan pengawasan pelaksanaan ko: i i

; ' nservasi keanekaragaman hayati
Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; T
Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati

Pasal 26

Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terdiri dari :

‘a. Seksi pencemaran lingkungan

b. Seksi kerusakan lingkungan

€. Seksi pemeliharaan lingkungan
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Pasal 27

Seksi pencemaran lingkungan mempunyai tugas :

ee o

oz ™

S

Melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
Melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;

Menentukan baku muw lingkungan; .

Melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta
penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;

Melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rchabilitasi dan
restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;

Menentukan baku mutu sumber pencemar;

Mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan
akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

'+ Menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
Melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
Melaksanakan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar
institusi dan non institusi; dan

Menyedtakan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).

Pasal 28

Seksi kerusakan lingkungan mempunyai tugas :

o

- Menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan;

Melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;

‘Melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi,

- pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
Melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi)
kerusakan lingkungan.

Pasal 29

Seksi Pemeliharaan Lingkungan mempunyai tugas ;

R omeen ow

—

 <Brm

Melaksanakan perlindungan sumber daya alam;

. Melaksanakan pengawetan sumber daya alam:
Melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;

Melaksanakan pencadangan sumber daya alam;

Melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

Melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK:

I;Jrlerencanakan konservasi keanekaragaman hayati; ,

Menetapkan kebijakan dan pelaksanaan konser\;asi pemanfaatan jutan,
i):ngendalian kerusakan keanekaragaman hayati; ’ perkelan e

emantau dan pengawasan pelaksanaan konser\:'asi ki gaman i

Menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati: dan v

. Mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati
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Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 30

(1) UPTD adalah pelaksana teknik Dinas Lingkungan Hi!:lup yang r_ncmpunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup.

(2) UPTD dipimapin oleh secrang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung
' jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

~ {3) Pengaturan tentang UPT Dinas Lingkungan Hidup , mengcnai fmmcnklamr, jumiah
 _dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan
. Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang —Undangan.

BAB YV
KEPEGAWAIAN
Bagian Pertama
JABATAN

Pasal 31

(1) Kcpala Dinas Lingkungan Hidup merupakan jabatan eseclon I b atau jabatan
pimpinan tinggi pratama.

(2) Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup , merupakan jabatan eselon Illa; atau jabatan
administrator.

(3) Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup merupakan jabatan eselon I b atau
jabatan administrator.

(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas
Lingkungan Hidup merupakan jabatan esclon IV a atau jabatan pengawas.

Pasal 32

Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, pada Dinas Lingkungan Hidup
terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

(1) J:E‘lbatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang

- dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tzas melaksanakan sebagian tugas
kantor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional diatar
dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; o e

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga

fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
(5) Jun.ﬁah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional Perundang-Undangan yang berlaku;

(7) Pembinaan terhadap tenagafungsional dilakukan sesuai d peraturan perun
e i uai dengan dang-
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BAB V1
TATA KERJA

Pasal 34

(1) Kepala Dinas berkewajiban melaksanzkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup maupun
dengan lembaga teknis lainnya.

(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan oleh Bupati. '

. (3) Sctiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan kerjanya berkewa_]iban
memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

Pasal 35

(1) Kepala Dinas wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada RPIMD
Kabupaten, menyusun Akuntabilitas Kirerja Instansi Pemerintah (AKIP), membuat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyusun bahan

 Laporan Penyclenggaraan Pemerintahan Daerak (LPPD) dan bahan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya
berdasarkan ketentuan yang berlaku. .

(2) Setiap pimpinan unit/satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup :

a. Menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Lingkungan

- Hidup , mempersiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),
menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Femerintahan Daerah (LPPD) dan
bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan
fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku;

b. Melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung
jawab kepada atasan langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil
E:Iak.sam'tan dt:gas secara cepat dan tepat;

¢. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan

© pencapaian tujuan organisasi. ’ pel Fugas dan

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada a i i i i
_ sebagaiman yat (1), diolah dan dievaluasi sebagai bahan
laporan tiap jenjang jabatan sehagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 3¢

Serua kewenangan yang berkaitan den pemin:

: ‘ ng gan pengangkatan, penempatan, dahan dan
pemberhentlan Pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat pembina Ke}ﬁepawajan sesuai
den gan Peraturan Perundang-Undangan ’
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37
(1) Dengan ditetapkannya peraturan ini maka :
a. Peraturan Bupati Langkat Nomor 28 Tahun 2008 tentang rincian tugas pokok dan
fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.
b. Peraturan Bupati Langkat Nomor 34 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertanaman.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur sepanjang pelaksanaan dari peraturan ini ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

(3) Ketentuan mengenai tugas-tugas teknis operasional yang menjadi lingkup kewenangan
Dinas Lingkungan Hidup akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

(4) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal |6 Desember 2016

BUPATI LANGKAT,
ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal |, Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd ®.

INDRA SALAHUDIN
BERITA DAERAH KABUFPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR 52
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STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN LANGKAT
NOMOR g2 Takww 20k
KABUPATEN LANGKAT

TANGGAL 16 Dusambev 2006
j
i
KEPALA DINAS
l
l SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN I
FUNGSIONAL
SUBBAGIAN UMUM SUB BAGIAN PROGRAM
- 1
BIDANG PENATAAN DAN BIDANG PENGELOLAAN [ BIDANG PENGENDALIAN
PENATAAN PPLH SAMPAH, LIMBAH B3 DAN | PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
PENINGKATAN KAPASITAS ‘ LINGKUNGAN HIDUP
f | |
SEKSI PERENCANAAN _ SEKSI PENGELOLAAN ] SEKSI PENCEMARAN
DAN KAJIAN DAMPAK SAMPAH DAN LIMBAH LINGKUNGAN
LINGKUNGAN ] B3
SEKSI KERUSAKAN
SEKSI PENGADUAN DAN SEKSI. ANGKUTAN | LINGKUNGAN
PENYELESAIAN ] PERALATAN DAN
SENGKETA PERAWATAN SEKSI PEMELIRAHAAN
LINGKUNGAN ] LINGEKUNGAN

SEKSI PENEGAKAN SEXS! PENINGKATAN

HUKIM LINGKUNGCAN — KAPASITAS LINGKUNGAN BUPATI LANGKAT
HIDUP DAN KEHUTANAN

ttd

NGOGESA SITEPU



